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RINGKASAN 

Muhammad Andhika Prasetya, Desember 2023, SURAT KETERANGAN 
PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI KUALITAS 
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Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 

Kekerasan seksual pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang 

kebanyakan lebih maju mengenai kebudayaan, kesadaran atau pengetahuan 

hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang di mana masih memegang nilai tradisi 

dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui dalam perkembangan sosial pada 

saat ini, banyak terjadi kejahatan pelecehan seksual di kalangan masyarakat di 

Indonesia. Secara umum, jumlah pengaduan kasus tahun 2023 menurun pada tahun 

2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan 

pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan 

ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah 

ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus 

/hari. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), kekerasan seksual terdiri atas, 

pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, 

pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi 

seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Yang 

berarti kekerasan seksual bisa terjadi secara langsung, maupun melalui media 

online. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan 

kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan 

(2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan 
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data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 

kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Penyebab 

utama mengapa kekerasan fisik lebih banyak jumlahnya ketimbang non-fisik 

karena jumlah aduan yang lebih banyak. Pelaporan kasus kekerasan fisik lebih 

mudah untuk terlihat dibanding dengan non-fisik. Bukti kekerasan fisik dapat 

terlihat jelas dari bekas luka seperti memar, lebam, maupun luka akibat benda 

tajam. Namun, tidak dengan kekerasan non-fisik. Kurangnya bukti yang dimiliki 

dari korban kekerasan non-fisik baik secara verbal, psikis (emosional) hingga 

ekonomi akan semakin mengurungkan niat para korban untuk melapor. Padahal, 

ada banyak kekerasan non-fisik yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, dinamika 

psikologis yang dialami oleh korban juga menjadi penyebab mengapa korban 

kekerasan non-fisik menjadi enggan untuk melapor. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi 

urgensi mengenai surat keterangan psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam 

TPKS non-fisik dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari surat keterangan 

psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam TPKS non-fisik. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 

1. Pelecehan seksual ada yang terjadi secara fisik dan non fisik. Pelecehan 

seksual secara fisik dapat dibuktikan dengan melakukan visum, karena 

biasanya pelecehan seksual secara fisik meninggalkan bekas di bagian 

tubuh. Sedangkan pelecahan seksual non-fisik tidak meninggalkan bekas di 

bagian tubuh, dan sulit untuk dibuktikan. Salah satu akibat pelecehan 
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seksual non fisik adalah psikologis korban, karena korban akan merasa 

sangat stress dan akan terus terbayang-bayang atas perilaku yang telah 

dilakukan oleh pelaku pelecehan tersebut. Maka, pembuktian pelecehan 

seksual secara non-fisik dapat dibuktikan dengan surat keterangan psikolog 

klinis apabila korban merasa terganggu psikologisnya akibat dari pelecehan 

tersebut, karena masalah yang dapat ditangani oleh Psikolog Klinis yaitu 

kecemasan berlebihan, depresi, trauma psikologis, pikiran/perilaku yang 

menyakiti diri sendiri atau orang lain, perilaku kecanduan, masalah citra 

tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, autis, ADHD, kesulitan belajar, 

masalah perilaku lainnya yang mengganggu pengembangan diri.. Pasal 25 

ayat 1 UU TPKS, menegaskan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban 

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 

(satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar 

telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu surat. Dengan hal 

tersebut, maka surat psikolog klinis bisa digunakan sebagai alat bukti untuk 

pembuktian pelecehan seksual non-fisik, apabila korban memang 

mengalami gangguan psikologisnya akibat pelecehan seksual non-fisik 

tersebut. 

2. Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam 

persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian 

merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia 

berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang 
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dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, disebutkan 

macam-macam alat bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan 

Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Sebenarnya alat bukti 

dalam KUHAP dan UU TPKS sama saja alat buktinya, karena alat bukti 

dalam UU TPKS merujuk ke KUHAP sesuai pada Pasal 24 UU TPKS ayat 

(1) huruf a, akan tetapi dalam UU TPKS terdapat alat bukti berupa informasi 

elektronik/dokumen elektronik, karena pelecehan seksual tidak hanya 

terjadi dalam dunia nyata, akan tetapi bisa terjadi melalui media sosial atau 

internet. Dari penjelasan di atas, maka alat bukti pembanding tindak pidana 

kekerasan seksual non-fisik selain surat keterangan psikolog klinis, yaitu 

Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Alat Bukti Informasi 

Elektronik/Dokumen Elektronik.  
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ABSTRAK 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi 
urgensi mengenai surat keterangan psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam 
TPKS non-fisik dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari surat keterangan 
psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam TPKS non-fisik. Penelitian skripsi 
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini 
bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini 
menunjukkan bahwa: Pertama, Pelecehan seksual ada yang terjadi secara fisik dan 
non fisik. Pelecehan seksual secara fisik dapat dibuktikan dengan melakukan 
visum, karena biasanya pelecehan seksual secara fisik meninggalkan bekas di 
bagian tubuh. Sedangkan pelecahan seksual non-fisik tidak meninggalkan bekas di 
bagian tubuh, dan sulit untuk dibuktikan. Salah satu akibat pelecehan seksual non 
fisik adalah psikologis korban, karena korban akan merasa sangat stress dan akan 
terus terbayang-bayang atas perilaku yang telah dilakukan oleh pelaku pelecehan 
tersebut. Maka, pembuktian pelecehan seksual secara non-fisik dapat dibuktikan 
dengan surat keterangan psikolog klinis apabila korban merasa terganggu 
psikologisnya akibat dari pelecehan tersebut, karena masalah yang dapat ditangani 
oleh Psikolog Klinis yaitu kecemasan berlebihan, depresi, trauma psikologis, 
pikiran/perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain, perilaku kecanduan, 
masalah citra tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, autis, ADHD, kesulitan 
belajar, masalah perilaku lainnya yang mengganggu pengembangan diri.. Pasal 25 
ayat 1 UU TPKS, menegaskan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup 
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat 
bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi 
tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Salah satu alat bukti 
yang sah menurut KUHAP yaitu surat. Dengan hal tersebut, maka surat psikolog 
klinis bisa digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian pelecehan seksual non-
fisik, apabila korban memang mengalami gangguan psikologisnya akibat pelecehan 
seksual non-fisik tersebut. Kedua, Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah 
proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun 
perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang 
pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara 
yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, disebutkan macam-macam alat 
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bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan 
Keterangan Terdakwa. Sebenarnya alat bukti dalam KUHAP dan UU TPKS sama 
saja alat buktinya, karena alat bukti dalam UU TPKS merujuk ke KUHAP sesuai 
pada Pasal 24 UU TPKS ayat (1) huruf a, akan tetapi dalam UU TPKS terdapat alat 
bukti berupa informasi elektronik/dokumen elektronik, karena pelecehan seksual 
tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, akan tetapi bisa terjadi melalui media sosial 
atau internet. Dari penjelasan di atas, maka alat bukti pembanding tindak pidana 
kekerasan seksual non-fisik selain surat keterangan psikolog klinis, yaitu 
Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Alat Bukti Informasi Elektronik/Dokumen 
Elektronik. 

 

kata kunci: alat bukti, pembuktian, tindak pidana kekerasan seksual non-fisik.  
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